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NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUS] PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. A

BUPATI LEBONG,

bahwa dengan telah diberlakukafinya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengaturan kembali
Retribusi dacrah sesuaj dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

. bahwa pelayanan pasar merupakan salah satu objek

Retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk  Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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t'U”‘I“”HlJur!mu'. Nomor 32 Tahun 2004

- ’ n
Unilnn”h{J,“hm” Nomor 30 Tahun 2003 tentang

l:"“'l“'““'l':nn Kubupaten  Lebong  dan KabLlpaFCﬂ
Repnhinng, i Propinsi Bengkulu  (lembaran Negazﬂ
.Rl"m]]’“]’- Inclonesin Tahun 2003 Nomor 154,
Fambohin Lembaran Nepara  Republik Indonesia
N(III]U[' f]"lrlr])'

tentang

Yyl , ik
Pemerintahan  Daeral; (Lembaran Negara Republi

Indonesin Tahun 2004 Nomor 125, Tambahal‘f
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
scbagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer
32 Tahun 2004 (entang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Incdonesia Tahun 2098
Nomor 39, Tambahun Lemburan Negara Republik
Idonesia Nomor 4844);

‘#

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribust Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009  Nomor 130,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia

Nomor 3049);

. Undung-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang

Pembentukan Peraturan Perundang-lUUndangan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 5234) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia - Tahun 2005  Nomor 340
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik lndouesia;
Nomor 4578);

peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan
Pedoman Pembinaan dan Pcngawasaf
Penyelenggardan  Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indones;j :
Nomor 4503); a
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L1 Peratiran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 "f:qttaar;lg,
Pembagion Urusan Pemerintahan Antara PCmFr[ahan
Pemerinimhion  Doerh Provinsi,  dan Pc_l,nc]r?]: ublik
Dacral Nabupaten/Kota (Lembaran Negara _ I;aran
ndonesin Taln 2007 Nomaor 82, Tambahan Lemb
Nepnn eprblile nddonesian Nomer 4737);

12, Peraturan Pemerintaly Nomor 69 Tahun 2010 tcntartll%
Tata  Cara  pemberian  dan l’cm“nm‘tlmnﬁ l[r)]zfz;lah
Pemungutan Pajak  Daerah dan R(.:lrlbuhl 010
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun ok
Nomor 119, Tumbahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 51 61),

: . entan

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun .2.007]t Pusag{
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Perbelanjoan dan toko mod ern;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentany Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahi
schagaimana telah diubah dendan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 359 Tahun 2007 Lentang
Perubahan  Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negen
Nomor 13 Talhiun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kcuanga Dacrah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS]
PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimalksyel dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lehong;

2. Pemerintah Pusal, yang selanjutnya disebyy
Presiden Republik  Indonesia y
pemerintahan negara Republik Ind
dalam Undang-Undang Dasar Ne
1945.

Pemerinrah, adalah
ang Memegang kekuasaan
onesia - sebagaimang dimaksud
gara Republik Indonesia Tahun

3. Pemerintah Dacerah adalah bupati dan Perangkat Daergh .
. c -
unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah. 4N sebagaj
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Bupati adalah Bupati Lebang

Pejabat adalan Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusl
dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mcr“'m.kaﬁ
kesatuan,  baik yang melakukan  usaha inaupun  yang tida

melakukan usaha vang  meliputi perseroan  terbatas,  perseroan
komanditer, perseroan l'.-uinm-‘;u, badan usaha milik ncgara (BUMN),
atau badan usaha milik d”;"‘;th (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, pcrsckutq?n,
perkumpulan, yayasan, urﬁumsusi massa, organisasi sosial pglldk-
atau  organisasi lainnya, lembaga dan  bentuk badan lainnya
termasulk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi  Dacrah, yang sclanjutnya discbut Rctribusi, _3da_la;h
pungutan Daerah schagai pembavaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu - vang  khusus  discdiakan  danjawau  diberikan  oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

. . —~
Jasa adalah  kegiatan Pemerintah Daerah “ berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnva yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh scktor swasta.

Pasar adalah suatu tempat vang dibangun oleh Pemerintah Daerah
baik vang ditetapkan schagai lokasi pasar tetap maupun tempat
khusus vang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk
masyarakat umum/pedagang sebagai tempat memperjualbelikan
barang dagangan;

Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut
pasar yvang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada
lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah;

Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar
berupa Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran dan lasilitas pendukung
lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang
pasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan,
jalarnn dan  gang yang disediakan  Pemerintah Daerah nntuk,
masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang
dagangan,

Pclayanan Pasar nrllalah tenaga atau jasa Yang diberikan kepada
masyarakal umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan
vang ada didalam lingkungan pasar;

Ruko adalah bangunan lengkap lebih dari satu tingkat, saly tingk

dijadikan tempat menggelar barang dagangan atau sébagai t <
berjual beli dan satu _tingkal lagi dijaclikan scbagai tempat tf-:mpat
vanyg kepemilikannva lidak terikal, boleh perorangan ‘%eca% !,nggegl
swasta dan pemcrintah; * a pribadi,
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25.

Toko adalah bangunan
untuk mem
tempat me

fertitup lenpkap berpintu yang disediakan
ang dagangan atau teinpat berjualan atau
At pekerjaan atau usaha;

asarkan bhar
lnkukan S

Kios adalah sebuah

: - [ . r als . . k
bt"'dil‘lding leliling | bangunan lengkap dalam  bentuk  peta

xerpintu dan dipergunalkan untuk berjualan;

Los adal; , ,
dan ]an:dl-] bdng.u”"-‘” ticlak berdinding atau terbuka hanya beratap
diizink alg}fa dipetak-petak (erletak ditengah pasar atau lain yang
' + ‘ .. . } ' £ - i
4 djadikan schagaj tempal berjualan barang atau jasa,

Pelataran adalah lempat atau luhan yang disediakan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah vang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-
thmpat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau
dipergunakan sebagai tempat berjualan/bherdagang;

Pasar Beduk adalah pasar dadakan yvang dibentuk dan dipergunakan
untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa;

R_c:er_:Jusn pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang
diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  Retribusi diwajibkan untuk
meclakukan  pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jjasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Dacrah yang bersangkutan.

Surat Sctoran Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SSRD,
adalah buku pembayaran altau penyeloran Retribusi vang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas dacrah melalui tempat pembavaran yang
ditunjuk olch Kepala Dacrah.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerab Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, ada‘_x!uh surat  ketetapan Retribusi .
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terulang atau
seharusnya tidak terutang,

Sural Tagihan Retribusi Dazrah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melalkukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
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27. 1’:-nwriknnnn
mengolal
LR BFE B R

adalag,
daty, ketey
objeleryr I
pPemeriksann untuyk
perpajankan dacrah
rangkn Melaksan
Perpajakian daery)

“Cranpknian kegintan menghimpun  dan
AR, dan/atau bukti yany dilaksanakan
Prolesionnl  berdasarkan  suatu “”'Pd,ﬂr
MEDLuji kepatuhan pemenuhan kf,‘\'.’:i_l'lll'l'dn
"M Rembusi danzatau untuk twjuan lain dalam
alean lectentuan peraturan  perundang-undangan
Y dan Retribusi daeraly,

b
e

Penyidikan tind
adalah serangk
mencari ser

o _ . ) , >tribusi
ak pidang dibidang perpajakan dacrah g .{«_Lr:lwl’
AN tindakan vang dilakukan oleh Penyidik urtl’ a;
@ mMengumpulkan bukii yang dengan bukti itu membu

terang tindak pidang g bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang
terjadi sertq menemulkan tersangkanya,

BAB I1I
JEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

NAMA, OBJEK, SuR
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelavinan  Pasar dipurgat retribusi sebagai

pembavaran atas setiap  pengaunaan fasilitas Pclayanan pasar yang
dikelola olch Pemerintal Dacrah,

Pasal 3
(I) Objek Retribusi  adalah penyediaan  f{asilitas pasar tradisional/

sederhana, berupa pelataran, los, kios vang dikelola Pemerintah
Daerah, dan khusus discdiakun untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelavanan fasilitas pasar vang dikelola oleh BUMN, BUMD,
dan pthak swasta,

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmau fasilitas pelayanan pasar vang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Dacrah ini digolongkan scbagai Retribusi Jasa
Umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Fasal 6

Tingkat penggunaan josa diukur berdasarkan ukuran lu
o< =

as, jenis tempat,
Jangka waktu serta kelas pasar vang digunakan.
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PRINSIp

BAB
YANG IV

STRUKT DIANUT DALAM PENETAPAN
UR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Prinsip dalam PCnetap

tujuan untulk mempe

pelayanan pasar den
dan aspek I:cadilan.

STRUKTUR DAN g

(1)  Struktur dan b

fasilitas yang te

(2)

Csarnya tarif r
: rdiri at
lokasi, dan Jangka wak

Besarnya tarif Retribusi
ditetapkan sebagai berukut:

Pasal 7
an bcsarnya t
roleh imlyy)
gan

BAB vV

Pasa! 8

U pemakaian;

a. Tarif pelayanan pasar

arif retribusi adalah didasark.an pada
an atas sctinp pemakaian fasilitas dan
Mempertimbangkan kemampuan masyarakat

SARNYA TARIF RETRIBUSI

ctribusi digolongkan berdasarkan jenis
as halaman/pelataran, los dan atau kios, luas

F

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

—

LOKASI "
NO PASAR JENIS BANGUNAN LUAS TARIF
1. Pasar Kelas | a. Los
- Semi Permanen Im2 Rp. 3.250,-/bulan
- Permanen lm2 Rp. 4.275,-/bulan
b. Kios
- Semi Permanen Im?2 Rp. 4.450,-/bulan
- Permanen lm2 Rp. 5.550,-/bulan
c. Toko Permanen Im2 Rp. 8.150,-/bulan
d. Pelataran Rp. 780,-/hari
2. Pasar Kelas Il | a. Los |
- Semi Permanen 1m2 Rp. 2,500,-/bulan
- Permanen Im2 Rp. 3.275,-/bulan
b. Kios
- Semi Permanen Im2 Rp. 3.650,-/bulan
- Permancn Im2 Rp. 4.500,-/bulan
c. Toko Permancn 1m?2 Rp.6.450,~/bulan
d. Pelataran Rp. 500,-/hari
2 Kelas Ill | a. Los _
3. Fasarie - Semi Permanen 1m?2 Rp. 1.300,-/bulan
- Permanen Im2 Rp. 1.750,/bulan
b, Kios
- Semi Permanen Im?2 Rp. 2. 500,-/bulan
- Permanen Im2 Rp. 3.500,-/bulan
c. Pelataran Rp. 300.-/h%
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(1)

(2)

b. Tarif Penggunaan 1

asilitas pagqy
N | ‘__-_-_‘-_—h_‘_h—‘— T —— 4__—'_'__——_‘___—‘
I s W 7 T E—
Pasar SRS Payuing/meja Rp.1.000,-/hari
2, Pcnmkaianﬁa?‘“‘f"‘m—a-Ea.UBAB Rp. 2.000,-/ 1 Penggunaan
= Buang Air Kecil Rp. 1.000,-/1 Penggunaan
3. | Tempat — Bono——i— kar
e i -/ 1x Bong
Muat di Pasar s ]gggsﬁgdlbm\fah Rp. 1.000,-/
- Tonase dibawah Rp. 2.000,-/ 1x Bongkar
1000 kg s/d 2500
kg Rp. 3.000,-/ 1x Bongkar
- Tonase 2500 kg .
* 8/d 500 kg Rp. 4.000,-/ 1x Bongkar
|- 500 kg keatas

Pasal 9

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

dengan  memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian;

‘-f
Penetapan tarif Retribus; sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak me
waktunya atau kurang membayar, dikenakan
berupa bunga sebesar 2% (du
yang terutang yang tidak atat
menggunakan STRD.

mbayar tepat pada

: sanksi administratif
a persen) setiap bulan dari Retribys;j

! kurang dibayar dan ditagih dengan

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dima

) ksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner



BAR vII

TAT
A CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

bt 3 nl-:\' SN .
(1) Retribusi (o utang hapys dibavine sekalips
D) Retribusi -
(2) ditc‘rbj11\-?1;‘\?:9@]5 harus diinasi paling lambat 7 (tujuh) har sejak
“iYa SKRD atau dokumen luin yung dipersamakan.
~ J au ! S '
(3) Bupai auas Permohongy, wWajib  Retribusi sctelah ciuich
wrsvaratan va { s '
l watan yang ditentukens dapat memberikan persetujuan kepada
Wanh  Retribusi

NNk menpanpsur atan menunda pembayaran
Y onpges : \ . \ ) e d mys ’
Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 25 (dua persen) scbulan.

4 LCTANIL A : .
(4)  KRetentuan lebih lanjut menaenai tempat pembayaran, angsuran. dan

penundaan Pembavaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupatl.

F
BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 13
1Y Wajib Retribusi tertoniy dapat mengajukan keberatan hanva kepada
Bupati atau pejabal vang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan.
{2) Keberatan diajukan seecarn tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

discriai alasan-alasan Vang jelas.

(B} Keberatun harus diajukan dadam jangka wakiu paling lama 3 (liga)
bulan sejak tangpal SKRRIY chierbitkan, kecuali iika Wajib Retribusi
tertentt dapal enunjulkon babwa jungha wuktu itu tdak dupat
dipenuhi karena keadaan o iney kekuasaannve .

(4] Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada avat (3)
adalah suatu kecadaan yaig terjadi di luar kehendak atau kek

uasaan
Wajih Retrnibusi.
(3)  Peneajuan keberatan tidak menunda kewapban membavar Retribusi

dan pelaksanaan penagihan Retribusi,

Pasal 14

(1)  Bupati dalam jangka waliu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterimi harus mcmbcn keputusan atas keberatan
vang diajukan dengan menerbitkén Surat Keputrusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada avat (1) adalah
memberikan  kepaslian  hukum  bagi  Wajib Retribusi,
keheratan vang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati

untuk
bahwa
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(3)

(<)

(1)

(2)

3)

(0)

(7)

Keputusan Bupayj
seluruhnya atay
Retribysi yang

m(:n(:l"ima

”'"“ kl'hf' " T A
ratan  dapat berups !
I besarnya

| Sehagian, menolak, atau  menambah
Ir‘mlnnu.

Apabila Jimpgka w
lewat dan Bupati
disjukan tersebyy

: o . qve j telah
kit Sehagnimuna dimaksue pada ayal (1j tel

I.llt]nk memberi quatu keputusan, keberatan yane
imnggnp dikabulkan,

Pasal 15

Jika ajus
I(:]\Cb;l;f:ngdjuan keberatan dikabulkan scbagian atau scluruhnya,
Tbalan bobembayaran: Retribusi dikembalikan dengan ditambah

ugb;llun bunga sebesqr 2% (dua persen) sebulan untuk paling ana
12 (dua belas) bulan.

{m;ml;m bunga sehagaimang dimaksud pacda avat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Atas  kelebihan  pembayaran Retribusi, Wajib  Retribusi  dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) telah dilampaui dan Bupalti tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian  Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila  Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnva
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada a;-a;_
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly utang
Retribusi tersebut.

Pengembalian kclcbihun pembayaran  Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulun sejak diterbitkunnya SKRDLB.

Jika pengembalian  kelebihan — pembayaran  Retribys; dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bun a
schesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan Pembayarfn
kelebihan pembayaran Retribusi.

Ketentuan lebib lanjut mcngclnzli lala.Ci:u'a pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi schagnimana dimaksud pada ayat (1) diaty
dengan Peraturan Bupatt, r
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BAR XI

I{EDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(

) HMak untuk melakyl . nren
TUKAN ponapinan Reteived maemiadi kedaluwarse
setelah nelampay; Penagihan Retribusi menjadi

waklu 3 (1 .hitung sejak saat
terutangnyq Retribysg; it igh) tahun terhitung S¢)

' . » keeuali ik i ' clakukan tindak
pidana clj bidang Retribusg; A0 igilp Re s

(2 Kedaluwarsa penaginag, Retribus; - imak da ayat
. I selribusi sebagaimana dimaksud pa
(1) tertangguh jikq: cbagaima

a. diterbitkan Surat Teguran: atau

b ada pengakuan ytang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupuy, tidak langsung,
(3 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
&l.\'ill.(‘?-) huruf g, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Sura Teguran tersebut.
,'-P
(4) Pengakuan utang Retribusi sccara langsung schagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan  masih mempunyai utang  Retribusi dan  belum
melunasinya kepada Pemerintah Dacrah.

(3) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) hurul b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran  atau pcnundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

(1) Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapal dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada avat (1). '

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutane

' D
Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Terhadap wajib  Retribusi LCi‘l:JﬂlLIl d’flpa[ diberikan kt‘ringeman,
pengurangan, dan pembebasan Retribusi,

(2)  Pemberian keringanan dan i-’m!gul.'ung'an R*—‘“'ibUSi dapat diberikan
dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
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R e
(3) ] ”n!“'hfl.'\dn R(-‘“'“’Jll\ii ls . ek
Retribusi, I diberikun denpan melihat ungs! obje
(4) Ketentuan  jepiy,
pengurangan,
Bupati,

Iilll_jl.“

i ' .q re an
" manpoen: " " kCIlngd”‘l ,
an pemiy, Benal  pemberian

b Retribusi diatur dengan Peraturan

BAB X111
PEMERIKSAAN

Pasal 20
Bupati = be - ..
(1) fe Slmhu,:“?“:cmmg melakukan pemeriksaan  untuk  menguji
r;u]i'hakum ”(E:uncnuhan l(cwujibun Retribusi Daerah dalam rangk}a1
Haksanakan Peraturan pep 1 daera
' . . undang-undang: rrpajakan dac
dan Retribusi. l ang-undangan perpajake

(2] Wajib Retribusi yang diperiksu wajily:

A memperlihatkan dan /g meminjamkan  huku atau calatan,
(lO]{.LH]](:n yang menjad; dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi vang terutang;

b, memberikan kesemipatan untulk mcmhsu&i tempat atau ruangan

vang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(B Retentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Instansi vang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diheri
insentil atas dasar pencapaian kincerja tertentu.

2] Pemberian insentifl scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, .

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan pemndang—undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu . di lilr.ug'kl,mgan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khgsqs sebagai _Pen)f idilc untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang B(.‘El’lb\..llSl" Daerah, sebagaimang
din1;1ksml dalam Undang-Undang ITukum Acara Pidana,
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(2)  Penvidik Sebapn
pegawai negeyi Sipil lerte
disngian oleh Pty
peraturan perypg.

IMang dimakgy Pacda ayat (1) adalah pejabat

[ _ _ + a
ntu (i llny,kungan Pemerintah Dacrah yang

. . n
Yany berwenang  sesuai dengan ketentua

un[;-um!em;',un.

3)  Wevwenane Penvid;
(. 5 .1'\-!(11" Sov ey " 5
& menerm Gk & IJ.I|;_,.11111.'mn dimaksud pada ayat (1) adalah:
el ht‘ Mencay, Mengumpulkan, dan meneliti keterangan
Rc“.“m“Pan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
e !‘.51 acrah apg, k(:tcmngan atau laporan tersebut menjadi
' 'ehi Lngkap dan jelas:
rr:r"—l‘:‘-h“-_meﬂtdll, dan Mengumpulkan keterangan mengenai
o .
d-]L'kh Pribadi apay Badan tentang kebenaran perbuatan yang
Ha pkan schubungun dengan tindak pidana Retribusi Dacrah,;
C.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubyy,

g4l dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daecrah:

d. memeriksa bukuy, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dj bidang Retribus; Daerah:;

¢. meclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pPencataian, dan dokumen lam, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

L. meminta bantuan thaga whli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

8. menyuruh berheny dan/atauy melarang scscorang meninggalkan
ruangan atau  tempat rada saat pemeriksaan sedang
bcrlangsung dan mecmeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibowa:

1. memotret  sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah:

memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi D
dc:ngan ketentuan peraturan pcrundang~undangan.

[,
.

aerah sesuyaj

(4} Penvidik scbagaimana dinaksud pada avat (1) membcrilahukan
dim-umin_va penvidikan dan mer_wnmpn.tkj:m hasil Pen}'idikannya
kepada Penuntut Umumi _mclalm Penyidik pejabat Polis; Negarn
Repuhblik Indonesia, sesu: clcr!gan ketentuan vang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.,

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi vang tlidak Jnlvlnksmm}\':l-lln 'kc_“'ajibann_va ?“‘-ehin =
me?u;;ikun kCLlﬂng“” Dii(.‘l'}lfl Lllilll()i.lflljl Plfl;-\|1d']\Llrungan pah'n
3 (tiga) bulan atau pidm'm denda [)'d 1.ng ccil‘?'?’d-k 3 (tiga) kalj jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar,

. limaksud pada ayat (1) mery akan pe i
(2) Denda sebagaimana dimak I P D-nerlmaan

Negara.
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I BAB Xy
Pusal 24

Kabupaten lcbuntn NI?::t h g mntm berlnku, makn Pernturnn Daernh
(Lembaran Daepaly i, ahy "OT23 Tahuin 2005 e ntang  Retreibusi Pasar

1 .
dinyatakan tidak berl; e I‘l‘””l‘ Tahun 2006 Nomor 23) dienbut dnn

aku lagi,

Pusal 25

Peraturan Daerah in; mulai he

rlaku pada tnpenl divndangkan,
Agar setiap orang
Peraturan Daerah in;
Kabupaten Lebong,.

m(m,n.mlmmm memerintoehkan  pengundangan
dengan Penempatannyn dnlam Lembaran Daerah

Ditetapkan * di Tubei
Pada tanggal 09 - /0- 2012

BUPATI LEBONG

¥ H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei .
Pada tanggal ©9-/0- 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR

PENERINTAH KABUPATEN L7303 "
e U T

PERELASH PRODUK HUKGM | 0 1
ti J KABUPATEN LEBONG Tﬁ\l

—
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BAB Xvii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peratura : -
P st Lebongn \I')aerah '"I mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
NOomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi 22

Lembaran Daerah Kap
_ : upa 005 '
dinvatakan tidak berlaky Iat::in SR infarCRbiomes SIS -

Pasal 25

Peraturan Daerah im -
Peraturan Daerah ini mula; beriaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

-
Peraturan Daer

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

. i ah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Rabupaten Lebong. =

Ditetapkan 7 di Tubei
Pada tanggal OG- (D- 2012

BUPAT

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 09-(0- 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR
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